
Jakarta, 7 Februari 2017 - Mahkamah Konstitusi(MK) akan meinutus perkara PengulIan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Ierhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada SIdang Selasa (712), puku1 13 30 WIB, d
Ruang SIdang MK dengan agenda SIdang Pengucapan Putusan

Permohonan iru dialukan o1eh warga negara Indonesia bersama seiumlah Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang aktif meinperluangkan Keterbukaan Informasi dan Hak Asasi Manusia Mereka
adalah Yayasan Penguatan Pathsipasilnisiatif dan Kernitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Yayasan
Pusat Telaah dan Informasi Regional(PATTIRO). Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
(PERLUDEM), Muhammad D!ufryhard, dan Desiana Samosir. Permohonan dengan nomor perkara 771PUU-
XIV/2016 iru menyoal masa jabatan an 9901a Komisilnformasi(Kl) sebagaimana dialur dalam pasa1 33 UU a
quo Masa jabatan an990ta Kl sebagaimana diatur dalam UU a qou adalah 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kernbali untuk satu periode berikutnya

Pemohon menilai, ketentuan tersebut telah menutup akses bagi sellap warga negara yang hendak
menjadi an990ta KI Hallni dilatarbelakangi o1eh diangkatnya kernbalilima an990ta KI Gorontalo untuk
periode kedua tanpa proses seleksi Diangkatnya an9901a Kl secara sepihak o1eh Gubemur tersebut
menyebabkan Muhammad Dlufryhard salah seorang pemohon lidak dapat mendaftarkan diri mealadi an 990ta
KI Lebih Ianjut dalam permohonannya, para Pemohon menjelaskan bahwa jika an 9901a Kl diangkat hanya
dengan perilmbangan keputusan pemerintah (Gubernur/Bupati/Walikota). tanpa melibatkan kekuasaan lain,
seperti diatur Dieh UU. inaka kirierja Kl tersebut be rpctensi bias kepentingan Seiain itu halinijuga tidak
mealamin perlindungan hak publik ates informasi

"Pasa1 33 UU a quoteIah berakibat pada terradinya pelanggaran prinsip persamaan meinperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena mengakibatkan pengisian pimpinan atau an990ta
Komisilnformasi Provinsi Gorontalo dilakukan dengan pengangkatan langsung, tanpa meIalui suatu proses
seleksi kernbali. Sehingga menutup akses bagi warga negara yang hendak terlibat untuk berkontestasi dalam
pengisian jabatan tersebut, " kata kuasa Pemohon Fadli Rahmadani pada sidang perdana Kamis (29/9/2016)

Terhadap daiil-dalil yang disampaikan Pemohon, Hakim Konstitusi Aswanto selaku Ketua Panel

menyarankan Pemohon agar mengelaborasilagi pasal yang droll. "Saudara perlu mengelaborasilagi untuk
meyakinkan Mahkamah bahwa meinarig para Pemohon Ini punya kerugian konstitusional. Kalau kita 11hat
yang Saudara-Saudara minta karena persoalan kata. ya? Kata dinngkatatau frasa dapat diengkat kernbali.
ya MeSIInya diangkatnya Iru yang jadi problem kan? Mestinya dapat dipilih kernbali Itu yang Saudara
minta?" ujar Aswanto

Dalam sidang SIdang perbaikan permohonan yang digelar. Rabu, (12/10/2016) Pemohon
menyampaikan bahwa telah meinperbaiki permohonan sesuai saran Malelis Hakim Perbaikan yang
dilakukan di antaranya meinperbaiki kedudukan hukum. "PIhak-PIhak yang mewakili badan hukum privat
dalam hal un Pemohon I 2. dan 3, sesuai dengan penunjukannya di dalem akta pendirian an99aran dasar
dan an 99aran ruinah tangga, sehingga mereka me millki otoritas, me millki hak untuk mewakili badan hukum
privattersebut di dalam persidangan In I. "jutur Wahyudi Djafar selaku kuasa Pemohon
(Nano TresnalRosalia Shella)
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Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konglilusi adalah salah salu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibenluk beadasarkan Pasa1 24C Undang-Undang Dasar
1945 perubahan keiiga Pembenlukannya dikukuhkan daiam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 lentang Mahkamah Konsiiiusi
sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor a Tahun 2011 Ien!ang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentsng Mahkamah Konslilusi Mahkamah Konslilusi be Menang mengadili pada lingkal pertaina dan terakhir yang putusannya
bersifalfinal uniuk menguji undang-undang Ierhadap Undang-Undang Dasar meinuius sengkela kewenangan Iembaga megara yang
kewenangannya diberikan Dieh Undang-Undang Dasar. meinulus pembuba, an partai PDMik. dan meinutus perselisihan lentang hasil
pemilihan urnum. sena wailb memberIkan putusan alas pendapai Dewan PeMakilan Rakyai mengenai dugaan pelangga, an Dieh
Presiden danlatau Wakil Presiden menurul Undang-Undang Dasar
Un!uk Informasilebih Ianjul. SIIakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TeleponJfaks 0812/0171301
021 35,2456. pm bb 5AA2360B Twitter @Humas_MKRl laman WWWmahkamahkonshtus, go xi


